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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Supriyanto, S.P., M.M. dan Suriansyah Rhalieb, S.Pt.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 1)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran

	Pihak Terkait
	:
	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1.
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah;

2.
Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Kamis, 26 Juni 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan secara daring ke Mahkamah pada tanggal tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya terjadi penyalahgunaan dana aspirasi DPR/MPR RI dan dana reses DPRD Provinsi Lampung oleh Pihak Terkait, pengarahan perangkat pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu oleh Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait, penyelenggara pemilu tidak memberikan undangan memilih kepada para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif di 11 (sebelas) kecamatan Kabupaten Pesawaran oleh Pihak Terkait.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 bertanggal 27 Mei 2025, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 13.44 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan satu alat bukti, yang hingga sidang kedua tidak ditambah dan/atau dilengkapi. Alat bukti tersebut adalah Bukti P-1 berupa fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 (SK KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025), bertanggal 27 Mei 2025. Dari jumlah dan isi alat bukti yang diajukan Pemohon, setelah menyandingkan pula dengan jawaban/keterangan serta alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah menilai satu-satunya alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mampu memberikan petunjuk awal atau setidaknya indikasi awal pada Mahkamah bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi. Apalagi dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terjadi beberapa peristiwa yang berbeda-beda, namun secara teknis Pemohon hanya mengajukan satu alat bukti. Alat bukti yang diajukan Pemohon pun adalah SK KPU Kabupaten Pesawaran 625/2025 yang isinya angka-angka perolehan suara yang ditetapkan sebagai hasil pemilihan suara ulang. Padahal untuk menerobos atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 disyaratkan terjadi peristiwa pelanggaran pemilu yang berdampak sistematis, terstruktur, dan masif (peristiwa khusus). Adanya peristiwa khusus memang akan/harus dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pembuktian, di mana para pihak (termasuk Pemohon) boleh mengajukan alat bukti tambahan. Akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan dan keputusan apakah Mahkamah perlu menggelar sidang pembuktian, terlebih dahulu Mahkamah harus menemukan indikasi bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon merupakan suatu peristiwa khusus, dan hal ini membutuhkan pula adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon, baik secara jumlah maupun isi/materinya. 

Selanjutnya, sidang pembuktian lanjutan hanya dapat digelar apabila permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Atau, apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dan Mahkamah hendak menerobos/mengesampingkan ketentuan tersebut, maka harus terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi suatu peristiwa/kejadian khusus. Indikasi adanya suatu peristiwa/kejadian khusus demikian tidak dapat Mahkamah temukan dan tidak dapat Mahkamah yakini manakala Pemohon dalam perkara ini hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti, apalagi seperti diuraikan sebelumnya, alat bukti tersebut berupa SK KPU Kabupaten Pesawaran yang isinya tidak terkait secara langsung dengan berbagai peristiwa yang didalilkan Pemohon. Di samping itu, penyertaan alat bukti yang layak/memadai dalam pengajuan permohonan kepada Mahkamah sejatinya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang didalilkan, yaitu persoalan pelanggaran pemilu atau kehilangan suara dalam pemilu. Terbatasnya alat bukti yang diserahkan Pemohon demikian menurut Mahkamah menunjukkan permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat bukti yang cukup guna mendukung dalil permohonan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa/kejadian khusus yang dapat dijadikan landasan bagi Mahkamah untuk menerobos atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap permohonan Pemohon tidak terdapat alasan untuk menerobos, mengesampingkan, atau menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Perolehan suara Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pesawaran adalah 88.482 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 128.715 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 128.715 - 88.482 = 40.233 suara (setara dengan 18,52%) atau lebih dari 3.258 suara (melebihi 1,5%). Oleh karenanya, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1.
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah;

2.
Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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